
Mengingat: 1. Undang-undang Nemer 13 Tahun 1950 tcntang Pembentukan 
daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsl .Jawa 
Tengah: 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nom01· 47, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nemer 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nemer 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tencang Perneriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nemer 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004 centang Perimbangan 
Keuangan Antara Pcrnerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nemer 4438); 

Menimbang : a. bahwa untuk mernpcrcepat proses pengajuan dan penerbitan 
dokumen pencairan dana dalam pelaksanaan pengelolaan 
keuangan daerah, maka diperlukan sebuah mekanisme yang 
cepat, tepat, dan efi sien ; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu rnenetapkan Peraruran Bupati tentang 
mekanisrne pengajuan surat perintah membayar (SPM) dan 
penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D); 

BUPATI JEPARA, 

DENGAN RAHMAT TUI-I.AN YANG MAHA ESA 

MEJ(ANISME PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANOGARAN PENDAPATAN BELANJA 
DAE RAH 

BUPATI JEPARA 
PROVINS! JAWA TENGAH 

PERATURAN BVPATJ JEPARA 
NOMOR 3 TAI-IUN 2019 

TENTANG 
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BABI 
KETENTUAN UMlJM 

Pasal 1 
Dalam Peraruran Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Jepara. 

2. Bupali adaJah Kepala Daerah Kabupaten Jepara 
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD 

adalah rencana keuangan tahunan Pernerintah Daerah yang dibahas dan 
disetujui bersarna oleh Pemenntab Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan 

MEMUTUSKAN: 
PERATURAN BUPATI TENTANG MEJ<ANISME PEMBAYARAN 
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH 

Menetapkan 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun. 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lernbaran Negara 
Republik lndonesia Tabun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republi lndonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintab Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Lnstansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republlk Indonesia Tabun 2006 omor 25, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 
4614); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang 
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189); 

10. Peraturan Menreri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
tclah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 ten tang Pedoman PengeJolaan Keuangan Daerah; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 
tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan 
Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya. 

12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok­ 
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10, Tarnbahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3) sebagaimana 
relah diubah dengan Peraruran Daerah nomor 11 tahun 2013 
tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 
2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 11, 
Tarnbahan Lernbaran Daerab Kabupaten Jepara Nomor 10); 



4. Saruan Kerja Perangkat Daerab yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
perangkat daerab pada pemeriotab daerah selaku pengguna 
anggaran / pengguna barang. 

5 Satuan Kerja Pengelola Keuangan daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD 
adalah perangkai daerah pada pernerintah daerab selaku pengguna 
anggaran/pengguna barang,yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan 
daerah. 

6 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya d.isingkat BPKAD 
adalab Sadan Pengelolaan Keuangan dan Aser Daerah. 

7. Pejabat pengelola Keuangan daerah, yang selanjutnya d.isingkat PPKD adalah 
kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut 
dengan kepala Dinas Pendapatan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak 
sebagai Bendahara Umum Daerah. 

8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya di singkat BUD adalah Pejabat 
Pengclola Keuangan Daerab yang bertindak dalam kapasitas sebagai 
bendabara umum daerah, 

9. Kuasa Bendahara Umum Daerab yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD 
adalab pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas 
Bendabara Umum Daerah, 

10. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan 
anggaran untu.k melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang 
dipimpinnya. 

11. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang 
milik daerab. 

12. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK­ 
SKPD adalab pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaba keuangan pada 
SKPD. 

13. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah 
pejabat pada unit kcrja SKPD yang melaksanakan satu acau beberapa 
kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang rugasnya. 

14. Bendabara Penedmaan adalab pejabat fungsional yang d.itunjuk untuk 
menerima, menyimpan, menyecorkan, menatausahakan, dan 
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka 
pelaksanaan APED pada SKPD. 

15. Bendahara Penerimaan Pernbantu adalab pejabat fungsional yang ditunjuk 
untu.k menerima, menyimpan, menyetorkan, rnenatausahakan, dan 
mempertanggung-jawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka 
pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD. 

16. Bendabara Penerimaan PPKD adalab pejabat fungsional yang ditunjuk untuk 
menerima, menyimpan, meayetorkan, menatausahakan dan 
rnernpertanggung-jawabkan penerimaan uang yang bersumber dari transaksi 
PPKD. 

17.Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, 
menyimpan, membayarkan, rnenata-usahakan, dan 
mcmpertanggungjawabkan uang untuk kcperluan belanja daerah dalam 
rangka pelaksanaan APBD pada SJ<PD. 

18 Bendahara Pengeluaran Pembantu adalab pejabat fungsional yang ditunjuk 
menerima, menyimpan, mernbayarkan, menata-usahakan dan 
mempertangguag-jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam 
rangka pelaksanaan APED pada unit kerja SKPD. 

19. Bendahara Pengeluaran PPKD adalah pejabat fungsional yang dJtunjuk 



20. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang 
dltenrukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan 
daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah. 

21 Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang 
daerah yang ditenrukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh 
penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran 
daerah pada bank yang ditctapkan. 

22. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen 
yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai 
dasar penerbitan SPP. 

23. Surat Permintaan Pernbayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah 
dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab aias 
pelaksanaan kcgiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan 
perrnintaan pembayaran. 

24. SPP Vang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen 
yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka 
kerja yang bersifac pengisian kembali (reuoluing) yang tidak dapat dilakukan 
dengan pembayaran langsung. 

25. SPP Gariti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah 
dokumen yang diajukan oleb bendaharan pengeluaran untuk perrnintaan 
pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran 
langsung. 

26. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah 
dokumen yang diajukan olch bendahara pengeluaran atau bendahara 
pengeluaran pembantu untuk permintaan tarnbahan uang persediaan guna 
rnelaksanakan kegialan SKPD yang bersiiat mendesak dan tidak dapat 
digunakan untuk pernbayaran langsung dan uang persediaan, 

27. SPP Langsung untuk pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya ctisingkat 
SPP-LS untuk pengadaan Barang dan Jasa adalah dokumen yang diajukan 
oleh bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu untuk 
permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian 
kontra.k kerja atau surat perintah kerja lainnya dengan jumlab, penerirna, 
peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya diaiapkan 
oleh PPTK. 

28. SPP Langsung untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan yang selanjutnya 
disingkat SPP-LS untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan adalah dokumcn 
yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran 
gaji dan tunjangan deogan jumlah, penerima, perunrukan, dan waktu 
pembayaran tertentu. 

29. SPP Langsung PPKD yang selanjutnya disingkat SPP-LS PPKD adalab 
dokumen yang diajukan oleb bendahara pengeluaran PPKD unruk 
permintaan pembayaran atas transaksi-transaksi yang dilakukan PPKD 
dengan jumlah, penerima, perunrukan, dan waktu pembayaran tertentu. 

30. Surat Perintab Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalab dokumen 
yang digunakan/ diterbitkan secara digital/ elektronik olch pengguna 
anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban 
pengeluaran DPA-SKPD. 

31. Surat Perintah Membayar Vang Persedlaan yang selanjutnya disingkat SPM­ 
UP adalah dokumcn yang ditcrbitkan oleh pcngguna anggaran/kuasa 
pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA­ 
SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai 
kegiatan. 



(3) Dokumen yang diseleoggarakan secara manual meliputi : 
a. SPP 

(4) Pengcsahan secara elektronik dilakukao oleh : 
a. Peogguna Anggaran 
b. Pejabat Penatausahaan Keuangan 

(5) Pengesahan secara manual dilakukan oleh : 
a. Bendahara Pengeluaran 
b. Bendahara Pengeluaran Pembaotu 
c. Verifikaror SKPD 
d. Pcjabal Penatausahaan Teknis Kegiatan 

(1) Mekanlsrne pernbayaran atas beban APBD dlselenggarakao dengan 
dokumcn dan pengesahao secara elektroolk dan manual. 

(2) Dokurnen yang diselenggarakan secara elektronik meliputi : 
a. SPM 
b. SP2D 

Pasal 3 

(1) Mekanisme pembayaran atas beban APBD terbagi atas : 
a. Mekanisme pembayaran Vang Persediaan 
b. Mekanisme pembayaran Langsung 

Pasal 2 

BAB IT 
RUANO L!NGKUP 

32. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjurnya disingkat 
SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa 
pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA­ 
SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang 
telah dibelanjakan. 

33. Surat Pcriotab Mcmbayar 1'ambahan Uang Persediaan yang selanjutnya 
disingkat SPM-TU adalab dokumen yang diterbitkan oleh pengguna 
anggaran/kuasa pengguna anggaran unruk penerbitan SP2D atas beban 
pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuban dananya melebihi dari jumlah 
batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan. 

34. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS 
adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna 
anggaran untuk penerbitan SP2D alas be ban pengeluaran DPA-SKPD kepada 
pihak ketiga. 

35. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan/ Tambah Uang Persediaan 
Nihil yang selanjutnya disingkat SPM-GU/TU NlHlL adalab dokumen yang 
diterbitkan oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran untuk 
penerbitan SP2D NlHIL untuk kelengkapan penatausahaan GU/TU yang 
pelaksanaan dan pertanggungjawaban GU/TU-nya berakhir. 

36. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah 
dokumeo yang digunakan sebaga.i dasar pencairan dana yang diterbitkan 
secara digital/elektronik Bendahara Umurn Daerah berdasarkan SPM. 

37. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah bukti transaksi 
yang digunakan dalam prosedur akuntansi pcnerimaan kas. 



(1) Kclengkapan dokumen SPM-lJP untuk penerbitan SP2D adalah Surat 
Keputusan Bupati tentang besaran UP. 

(2) Kelengkapan dokumen SPM-GU untuk penerbitan SP2D mencakup: 
a. SP'l'JB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) 
b. BK 8 (Laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran) 
c. BK 6 (Ringkasan pengeluaran perincian obyek) 
d. Surat Pernyataan PPK [Pejabat Penatausahaan Keuangan) 
e. Surat Pengantar 

(3) Kelengkapan dokumen SPM-TU untuk penerbitan SP2D mencakup : 
a. Surat rincian penggunaan tambahan uang (TU) 
b. Rekening Koran (RK) 
c. Surat Rekomendasi ke Beridahara Umum Daerah (BUD) apabila 

pengajuan tambahan uang (TU) diatas nominal Rp. 400.000.000,- (Empat 
Ratus Juta Rupiah) 

d. Surat Pcngantar 

Pasal 7 

PasaJ 6 
(1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran mengajukan permintaan 

uang persediaan kepada BUD/kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-UP. 
(2) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran mengajukan penggantian 

uang persediaan yang telah digunakan kepada BUD/kuasa BUD, dengan 
mcnerbitkan SPM-GU. 

(3) Dalam hal uang persediaan tidak mencukupi kebutuhan, pengguna 
anggaran/kuasa pcngguna anggaran dapat mengajukan tambahan uang 
persediaan kepada BUD/kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-TU. Rencana 
penggunaan dana TUP sifatnya tidak mengikat dan bisa berubah selama 
kegiatan tersebut tidak dapat ditunda atau mendesak. 

(1) Bendahara pengeluaran melalui pejabat penatausahaan keuangan pada 
SKPD mengajukan SPP-UP. 

(2) Untuk penggantian dan penambahan uang persediaan, bendabara 
pengeluaran mengajukan SPP-GU dan/atau SPP-TU. 

(3) Batas jumlah pengajuan SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
harus mendapat perserujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian 
kebutuhan dan waktu penggunaan. 

PasaJ 5 

(1) Uang Persediaan meliputi : 
a. Uang Persediaan yang diberikan awal Tahun (UP) 
b, Ganli Uang Persedlaan (GU) 
c. Tambahan Uang Persediaan (TU) 

BAB llJ 
MEKANISME PEMBAYARAN UANG PERSEDlAAN 

Pasal 4 



(1) Kclengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D mencakup : 
a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Muclak (SPTJM) 
b. Surat Pemyataan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPiq 
c. Ringkasan Kontrak 
d. Rekening Bank 
e. id Billing 
f. Berita Acara Pemeriksaan 
g. Serita Acara serah terirna pekerjaan 
h. Berita Acara pembayaran 
i. A21 

Pasal 11 

ketiga Pengguna 
SPM-LS kepada 

Dalam hal pembayaran langsung kepada pihak 
anggaran/kuasa pengguna anggaran mengajukan 
BUD/kuasaBUD. 

Pasal 10 

PasaJ 9 
(1) PPTK mengajukan SPP-LS melalui pejabat penatausahaan keuangan pada 

SKPD kcpada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran paling lambal 
3 (Liga) hari kerja setelah diterimanya tagihan dari pihak ketiga. 

(2) Pengajuan SPP-LS dilampiri dengan kelengkapan persyaratan yang 
ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang beclaku. 

(1) Pembayaran Langsung meliputi : 
a. Pembayaran Langsung Pengadaan Barang dan Jasa 
b. Pembayaran Langsung Gaji 
c. Pembayaran Langsung Tambahan Penghasilan 
d, Pembayaran Langsung Honor 

BAB TV 
MEKANlSME PEMBAYARAN LANGSUNG 

PasaJ 8 

(4) Kelengkapan dokumen SPM-GU/TU NIHlL untuk penerbitan SP2D 
mencakup: 
a. SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) 
b.BK 8 
c. BK6 
d. Surat Pernyataan PPI< (Pejabat Penatausahaan Keuangan) 
e. Surat Pengantar 
f. Surat Tanda Setoran (STS), apabila ada sisa kas. 



(1) Koreksi data sebelum SPM disahkan : 

a. Sub Bidang Verifikasi melakukan valldasi dan veriflkasi data dalam SPM 

Koreksi data pengeluaran dan/atau potongan meJalui penerbitan SPM/SP2D 
dlatur sebagai berikut : 

BAB VI 
MEI<ANJSME KOREKSI 

PasaJ 13 

(I) BUD/Kuasa BUD menerbitkan SP2D atas SPM yang dlterima dari pengguna 
anggaran/kuasa pengguna anggaran yang ditujukan kepada bank 
operasional mitra kerjanya. 

(2) Penerbitan SP2D oleh BUD/Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), paling lama 2 (dua) hari kerja sejak SPM diterima. 

(3) BUD/Kuasa BUD berhak menolak permintaan pembayaran yang diajukan 
pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran bilamana: 
a. Pengeluaran tersebut melampaui pagu; dan/atau 
b. Tidak didukung oleh kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan. 
(4) Dalam haJ dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan 

lengkap, BUD/Kuasa BUD menerbitkan SP2D. 

BABV 
MEKAN!SME PENERBITAN SP2D 

Pasal 12 

(2) Kelengkapan dokumen SPM-LS Gaji untuk penerbitan SP2D mencakup : 
a. Leger Gaji; 
b. id Billing 
c. A21 

(3) Kelengkapan dokumen SPM-LS tambahan penghasilan untuk penerbitan 
SP2D mencakup : 
a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM] 
b. Daftar Nominatif 
c. Surat Pengantar 
d. id Billing 
e. A21 

(4) Kelengkapan dokumen SPM-LS honor/insentif untuk penerbitan SP2D 
mencakup : 
a. Surat Pemyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJ"M) 
b. Surat Pemyataan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) 
c. Surat Keputusan (SK) 
d. Daftar Nominatif 
e. id Billing 
[. A21 



BAB Vil 
PELAPORAN DAN REKONSLLIASl 

Pasal 14 
Dokumen yang digunakan kuasa BUD dalam menatausahakan SP2D 
rnencakup: 
a. register SP2D; 
b. register koreksi SP2D; dan 
c. buku kas umum. 

(3) Koreksi data setelah SP2D dicairkan dari Rekeuing Kas Umum Daerah 
(RKUD): 

a. Apabila tcrjadi kesalaban dalam pencairan SP2D maka Sub Bidang 
Perbendaharaan rnelakukan koreksi terhadap SP2D. 

b. Korcksi dimaksud dalam buruf a : 
· apabila kesalahan pada adrninistrasi data SP2D maka dapat dllakukan 

revisi/pembetuJan SP2D dilampiri dengan berita acara penyesuaian 
data SP2D. 

- apabila kesalahan pada nominal SP2D, dirnana terjadi selisih k:urang 
pembayaran, maka cliterbitkan SP2D k:urang bayar berdasarkan e-spm 
yang telah disahkan. 

- Apabila kesalahan pada nominal SP2D, dimana terjadl selisih lebih 
pembayaran, maka disctorkan ke Kas Daerah berdasarkan kelebihan 
pembayaran SP2D. 
Seluruh koreksi SP2D tercatat dalam register SP2D salah. 

(2) Koreksi data setelah SP2D clisahkan/ditandatangani oleh BUD: 
a. Sub Bidang Perbendaharaan rnelakukan validasi terhadap data SP2D 
b. Apabila terjadl kesalahan terhadap data SP2D, maka SP2D tidak dapat 

dicairkan dan sistern mencatat dala.m register SP2D tidak dicairkan. 
c. Sub Bidang Perbendaharaan melakukan koreksi terhadap data SP2D. 

b. Apabila tcrjacli kesalahan dan atau tidak lengkapnya dokumen 

pendukung/lampiran SPM, maka dapar diterbitkan Surat Penolakan SPM 

dan sistcm mencatat dalam register surat penolakan SPM. 

c. Organisasi perangkat daerah menerbitkan SPM baru berdasarkan surat 

penolakan SPM. 



SEKRETARlS DAERAH KABUPATEN JEPARA 

Pada tanggal 7 Januari 2019 

Dlundangkan di Jepara 

Ditetapkan di Jepara, 
Pada tanggal 7 Janua.ri 2019 

Pasal 16 
Peratura.n Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, mcmerintahkan pengundangaa Peraturan 
Bupati ini dengan penernpatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Jepara. 

Pasal LS 
(1) Bcndahara Umum Daerah wajib mcnyampaikan laporan atas pengelolaan 

uang yang terdapat dalarn kewenanganaya. 
(2) Laporan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) berupa: 

a. Laporan Posisi Kas Bulanan 
b. Rekonsiliasi Bank 



Dokumen ditandarangani oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) 
dengan menggunakan tandatangan elektronik (digital signalure) 

Ketcrangan ; 

........ Nama . 
Pangkat 

NlP ...•......•.....•. 

PPK (Pejabat Penatausahaan 
Keuangan) 

.Jepara, . 

Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya 
dan dapai digunakan sebagai persyaralan Pengajuan SPM. 

Yang bertanda rangan di bawah ini pejabat Penatausahaan 
Keuangan (PPK) (Nama SKPD) menyatakan bahwa telah 
memveriflkas! Kegiatan Sebesar Rp .......•.......•..•....... 

Tahun Anggaran sesuai perundang-undangan yang ada. 

~<>lll<>r: . 

SURAT PERNYATAAN 

KOP SK.PD 

Formal dokumen Surat Pemyataan sebagai berikut : 

LAMPIRAN I PERATURAN BVPATI JEPi\RA 
NOMOR 3 Tahun 2019 

TAr<GOAL 7 Januari 2019 



Dokumen dltandatangani oleh Pengguna Anggaran dengan menggunakan tandatangan 
ele.ktronlk (digital signature) 

Keterangan · 

Nama.NJP.Pangkat 

Jepara, 20 .. 

Pengguna Anggaran/ 
Kuasa Pengguna 

Anggaran 

Demik:ian Surat Pernyataan inl dibuat dengan sebenamya. 

Bukti-bukti tersebur di atas disirnpan sesuai ketentuan yang berlaku pada Saluan 
Perangkat Daerah.untuk kelengkapan adminJtrasl dan keperluan perneriksaan aparat 
pengawasan fungsionaL 

Narna penerima/ Pejabat Buku 
No Kode Rclrening pelaksana Tekms Kegiatan Urruao 

1'gl. No. JmL 

Yang bertanda tangan di bawah mi Pengguna l\nggaran / Kuasa Pengguna Anggaran 
pada .... (SKPD) Pemkab Jepara menyatakan bahwn saya bertanggungb jawab pcouh atas 
scgala pengeluaran yang akao ftelah dibayar tunas oleb Beodahara Pengeluaran kepada 
yang berhak mencrima pembayaran,dengan rincian sbb.: 

Nama Satuan Ke.rja Perangkat Daerah : 
Kodc Satuan Kcrja 
Tanggal {No DPA 
Jenis Belanja 
Bendahara Pengeluaran 

Nemer 

SURA1 PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BEL.ANJA 

KOPSKPD 

Format dolrumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja scbagai berikut 

LAMPIRAN II PERATURAN BUPA11 JEPARA 
NOMOR . 3 Tahun 2019 
TANGGAL 7 Janueri 2019 



Dokumen dit.andatangani oleh Pengguna Anggaran dengan menggunakan tandatangan 
elektronik (digital signature) 

Kecerangan : 

Nam.a . • •.•...•. 
NIP , . 

KEPAL<\ SKPD 

(tempat.tanggal,bulan.tahun] 

Demlkian surat pernyataan inin dibuat untuk dapat drgunukan sebagaimana 
meslinya. 

Apabila di kemuclian hari diketahur teriadi penyimpangan terhadaap penetapan 
dan perhuungan biaya serta penggunaan dana APBD tersebut di ates sehingga 
kemudian rnenlmbulkan keruglan Daerah.rnaka says bersedia mengganti dan 
menyetorkan kerugian tersebui ke kas Daerah dn bersedia dituntut sesui dengan 
peraturan perundangan. 

Scbagai Pengguna Anggaran pada SKPD Dengan ini menyatakan bahwa 
saya bcrtanggung jawab Penuh terhedap kebenaran perhitungan dan penetapan 
besaran Sert penggunaan dana, sebagaimana terutuang dalam DPA Nomor 
......... tanggal Kegiatan sebesar. . 

Yang bcrtanda langan dlbawnh ini, Saye : 
Nama: . 
.Jabatan : . 

SURAT PERNYATAAN TANOOUNO JAWAB MUTLAK 

KOPSKPO 

Format dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagai berikut : 

1./lllll'fRAN III PERATVRAN SUPATI JF::l'ARA 
NOMOR 3 Tahun 2019 
TANOGAL• 7 Januari 2019 



Kcterangan · 
Dokumen ditandatanganl oleh Pejabal Penatausahaan Keuangan dengan rnenggunakan 
iandatangan elektronlk (digital signatttreJ 

Nama Terang 
NIP ••..•.•.•.•..• 

Jepara, . 
Peugguna Anggaran 

Ttd 

Ocogan ini menyatakan bahwa: 
I. Tambahan Uang Persediaan (TUP) tersebut akan dipergunakao uniuk membiayai kegiatan 

yang tidak dapat ditunda dan menurui perkiraan kami akan habis dipergunakan dalam 
wakiu I (saru] bulan; 

2. Jumlah Tambahan Ueng Persediaan (TU-Pl tersebut di atas tidak akan d1pergunakan umu.k 
membie_yel pengeluaran - pengetuaran yang menurut peraturan perundang - undangan 
harus dilakukao dengan pembayarao langsung (LS); 

3. Apa.blla Tambahan Vang Persediaan (TVP) tersebut tidak habis dipergunakan dalarn I (1111tu) 
bulan, sisa yang masib ada akan disetor kc kas daerah; 

4. Apablla Tambahan Vang Persediaan (TUP) t:!dak babis dalarn saur bulan dan terlambal di 
serer ke kas daerah, maka OPD yang bcrsangkutan tidak dapat lagi diberikan TUP sepanjang 
sisa tahun anggaran yang bersangkutao; 

5. Pencairan. pernbayaran, penggunaan, penangguogjawaban dan pelaporan ates dana 
Tarnbahan Uaog Perscdiaan jTUP) tersebut di atas menjadl tanggung jawab sepenuhnya dari 
Pengguna Angga-ran scsuai dengao peraturan perundang=- undangan. 
Demikian surat pemyataan ini dibuat dengan sebenaroya. 

······ . 2. .Jabatan 

3. Saruan Kerja 

Scbubungan dengan pengajuan 'l'ambahan Uaog Persediaan ffUP) sebesar Rp . 
.................. (dengan huruf), yang bertanda tangan di bawah ini: 
1. Nama . 

SURAT PERNYATAAN 
No: . 

KOPSURAT 

Format dokumen Surat Pernyataan Tambahan Uang Persediaan sebagai berikut: 

LJ\MPIRAN iv PERATURAN Bl.ll'ATI JEPARA 
NOMOR 3 Tahun 2019 
TANOGAL 7 Januari 2019 



Keterangan : 
Dokumen ditandatanganl oleh Pengguna Anggaran dengan mcnggunakan tandatangan 
elektronik (digital .signature} 

Nama Terang 
NTP . 

Ttd 

Pengguna Anggamn 

Jepara, . 

NOMINAL NAMA REKENINO NAMA KEOIATAN 

DAFTAR RlNCIAN RENCANA PENGOUNMN DANA TUP 

Format dokumen Daftar rincian rencana penggunaan dana Tarnbahan Uang 
Persediaan sebagai berikut: 

LAMPIRAN V PSR.ATURAN BUPATI JEPARA 
NOMOR 3 Tahun 2019 
TANOGAI. 7 Januari 2019 



Dokumen ditandatangani oleh Pengguna Anggaran dengan menggunakan tandatangan 
elektroaik ( digital signature) 

Kcterangan : 

NIP. 

Nama Terang 

Kcpala OPD 
Kabupaten Jeparn 

Sehubungan adanya pelaksanaan kegiatan yang mendesak dan Uang Persediaan tidak 
mencukupl, maka dengan ini karni mengajukan Tambahan Uang (TUI sebesar Rp ........• 
(dengan huruf]. Yang dipergunakan untuk: 
Kegiatan ...............•...........•......... [reneana terlampir). 

Demikian uniuk mcnjadikan pe.clksa 

JEPARA 

Dt- 

Permohonan Penaa;uan SPM TU Perihal 

Kabupaten Jepara 1..ampiran 

Ylh. Kepala BPKAD Sifat 

Ke pad a Norn or 

Jepara, 

KOPOPD 

Format dokumen Perrnobonan Perserujuan Pcngajuan SPM TU sebagai berikut: 

PERATURAN BUl'ATI JEPARA 
NOMOR :3 Tahun 2019 
TI\NOOAL: 7 Jan uari 2019 

L/\MPI RAN VI 



Dokumen dirandatangani oleh Pengguna Anggaran dengan menggunakan tandatangan 
elektronik (di91tal signature) 

Keterangan : 

NlP. 

NamaTerang 

Kepala OPD 
Kabupaten Jepara 

Derrukian untuk menjadikan pcriksa, 

Berdasarkam hal tersebut di aras, mohon ijin persetujuan untuk 
mengajukaa Tambahon Uang Persediaan {TUP) melcbihJ Rp.400.000.00,­ 
(Empat Ratus Juta Rupiah) 

Scbubungan adanya peleksanaan kegiatan yang mendesak dan Uang 
Persediaan udak mencukupi.maka dengan In! krunl mcngajukan Tambahan 
Uang (TU) sebesar Rp ...........• (dengan huruf). Yong dipergunakan untuk 
kegiatan (rencana tcrlamprr]. 

JEPARA 

Di- SPM TU melebihi Rp. 400.000.00,· 

: Permohonan Persetujuan. Pengajuan Perlhal 

Kabupaten Jepara Larrrpiran 

Kepada 
Kepala BPKAD Ytb 

Nomor 
SiJal 

.Jepara, 

KOPOPD 

Formal dokumen Permohonan Persetujuan Pengajuan SPM TU rnelebihi Rp. 
400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah) sebagai bcrikut : 

WIMl'IRJ\n VII PERATURAN BUl'ATI JEPARA 
NOMOR 3 Tahun 20t9 
TANOOAL: 7 Januari 2019 



Bendahara Pengeluaran SKPD membuat SPP beserta dokumen 
pendukungnya mclalui aplikasl penatausahaan keuangan secara 
onllne 
Dokumen terse but ciivalidasi/ dikoreksi oleh Pejabat Penatausahaan 
Keuangan (PPK) clan diverifikasi oleh verifikator SKPD 
Setelah diterbitkan SPM dao melalui proses verifikasi oleb Pejabai 
Penacausahaan Keuangan (PPKJ, dokumen SPM tersebut secara 
onllne telah terkirim ke aplikasi e-signer Pengguna Anggaran (PA) 
menjadi antrian SPM yang belum ditandatangani dalam format PDF. 

- Aplikasi e-signer diinstal secara ofiline di notebook/laptop Pengguna 
Anggaran (PA) dilengkapi dengan sistern keamanan usemame dan 
password. 

Pengguna Anggaran (PA) menandatangani dokurnen SPM rnelalui 
aplikasi e-signer yang telah disinkronisasi dengan sertifikat digital 
berupa me Pl2 yang telah diterbilkan oleh Kementrian Kominfo 
sebagai penyelenggara sertifikat digital. 

- Setclah dokumen dilandatangani scorang Pengguna Anggaran [PAJ 
dokumen tersebut secara otomatis terhubung dengan server di 
BPKAD dan rnenjadi dokurnen antrian SPM yang akan diveriflkasl 
oleh verifikator Bendahara Umum Daerah (BUD). 

SPM ditandatangani secara elektronik oleh Pengguna Anggaran (PA) atau 
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemegang sertiflkat elektronik 
yang bersifat elektronik yang memuat tandatangan elektronik dan 
identiras yang menunjukkan status subjek hukum dalam transaksi 
elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikat elektronik. 
Alur Proses SPM 

1. Surat Perint.ah Membayar (SPM) 
Dokumen Surat Perintah Membayar adalah dokumen yang diterbitkan 
dengan formal digital dengan tandatangan elektronik yang terdiri atas 
informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan 
informasi elektronik 1ainnya yang digunakan sebagai aJat verifikasi dan 
au ten tikasi. 

ALUR PROSES SPM DAN SP2D 

u\Ml'lRAN vm PERATURAN BUPA11 JEPARA 
NOMOR J Tahun 2019 
TANOOAL·7 Jenuari 2019 



2. SP2D 

Dokurnen Sp2d adalah dokumen yang diterbitkan dengan format digital 

dengan tandatangan elektronik yang terdiri atas infonnasi elektronik 

yang d.ilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik 

.lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. 

Sp2d ditandatangani secara clektronik oleh BUD atau Kuasa BUD 
sebagai pemegang sertifikat elektronik yang bersifat elektronik yang 
memuat tandatangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status 
subjek hukurn dalarn transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh 
penyelenggara sertillkat elektronik. 
Alur Proses SP2D 
- Veriflkator BPKAD memverifikasi dokumen-dokumen SPM melalui 

a.plikasi penatausahaan keuangan. 
- Setelah di veriflkasi oleh verifikator BPKAD, dokumen SPM tersebut 

disahkan oleh Kasubid Veriiikasi BPKAD untuk dapat diterbitkan 
SP2D oleh sub bidang perbendaharaan. 
Sub bidang perbendaharaan menerbitkan SP20, dokumen tersebut 
secara ooiine Lelah terkirim ke aplikasi e-signer Bendahara Umum 
Daerab (BUD) rnenjadi antrian SP2D yang belum ditandatangani 
dalam formal PDF. 

Aplikasi e-signer diinstal secara offline di notebook/laptop Bendahara 
Umum Daerah (BUD) dilengkapi dengan sistem keamanan usemame 
dan password. 

- Bendahara Umum Daerah (BUD)/Kuasa Bendahara Umum Daerah 
(KBUD) menandatangani dokumen SP2D melalui apllkasi e-signer 
yang telah disinkronisasi dengan sertifikat digital berupa file P 12 
yang telah diterbitkan oleh Kementrian Kominfo sebagal 
penyelenggara serlifikat digital. 

- Secelah dokumen ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerab 
(BUD)/Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD) dokumen tersebut di 
validasi dan diterbitkan dokumen penguji oleb sub bidang 
perbendaharaan, 

- Dokumen SP2D dikirim ke Bank Jateng Ca.bang Jepara melalui 
system host to host unruk di debet dari Rckening Kas Umum Daerah 
(RKUDJ ke rekening tujuan. 



Dokumen ditandatangaru oleh Pengguna Anggara.n dengan menggunakan randatangan 
elektronik (digital stg11aturel 

Keterangan : 

NfP ..........................•.... 
.................................. 

Pengguna Anggaran 

Demikian kami sarnpaikan untuk mendapatkan penyelesaian lebih lanjut. 

1. Copy SPM dao SP2D sebelum Koreksi : 
2. SPM setelah koreksi: 
3. Surat Pernyataao Tanggung Jawab Mullak (SPTJM) 
4. Dafl.ar Rincian Koreksi Data 

Bersama.ini kami mengajukan permintaan koreksi data SPM sebagaimana 
tersebut pada daftar rincian Koreksi Data, sebagai baban pertimbangao kami 
lampirkan: 

Jepara di : Permintaan l<oreksi Data Hal 

YTH. Kepala BPKAD Kab Jepara Larnpiran 

Kepada . . ···················--·-····· Nomor 

Jepara, 

KOP SURAT 

LAMPIRAN IX PERIITURI\N BUPI\ TT JEPI\RA l'IOMOR 3 Tahun 2019 
TAliGGAt.. 7 Januari 2019 



Dokumen ditandatangani oleh Pengguna Anggaran dengan menggunakan tandatangan 
elektronik (digital Stgnature) 

Keterangan · 

-1dal4 

NIP .. 
....................................... ,.t::ttlt 

.. , ZOU 
Kuasa Pengguna Anggaran, 

Demlkian surat pernyataan lni dibuat dengan sebenar­ 
benarnya. 

Segala aklbat darl perubahan Surat Perintah Membayar (SPM) 
tersebut dlatas menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya. 

SemuJa Tertulis 
Seharusnya 

Dengan In! menyatakan bahwa telah terjadl kekellruan .. 
pada Surat Perlntah Membayar (SPM) yang kaml terbitkan nomor: 
.............. tanggal dan telah dlterbltkan SP2D nomor: tanggal 
........... Nllai SP2D Rp , yaitu sebagai berikut: 

Kuasa Pengguna Anggaran pada . 

Nam a 
NIP 
Jabatan 

Saya yang bertanda tangan di bawah inl: 

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK 
No: . 

ICOP SURAT 

LAM!'IRAN X PERATURAN BUPATI JEPARA 
NOMOR . 3 Tahun 201 9 
TANOOA~. 7 Janua ri 2019 



Nama 
NIP 

Nama 
NIP 

l<abid Perbendaharaan da.n K.11 Dae.rah Ka,ubld Verillkasl 

Menget:1hu1, 

Nan1a 
NIP 

Jepara, -- .. -··-·· .. --- 
Verlllkator BUD 

Tertutlf I Soh1t11Jsnya 
Koreksl lmde Pe.ngehJaran! 

Kode Rp Kode Ro 

Jumloh Juruloh 
Kotllil Kode Potonv.;;in 

Kod~ Rp Kode Rp 

Jumlah Jumloh 

Ura.Ian Tert1lll5 Seharusnya 
U11lt/ Organfs.asi 

KP/KD/OK/TP/UB 

fungslf Sub Fung>lf Program 

Kegi•ran/ OulJllll 

kJaslfikasi Belanja 

femb.ayan1n 

Berdusarkon Surat Pe.rml.ntaan Koreksl Oat._ Nomor ........... _ Tanga.al .............. .......... 
Sotuan Kerfa PefilnRkit Oaerah/SKPO : NAMASKPD 
NomorSPM Tanggal SPM I 
['lomorSP20 Tanggal SP2D I 

Jumlah Total Pe11geluarat1 lumlah lot.al po1ongan I Ju ml.ah Total Pen"eJuaran 
I 

Nomo, 
Tonn•I 
Tahun anggaran 

NOTA PENVE5UAIAN SADAN PEJ'JGEl.01.AAH 
kf_UANGAN DAN ASET DAERAH 
ICABUPATEN JEPARA 

LAMPIRAN XI PERATURAN SUPATI JEPARA 
NOMOR: 3 Tahua 2019 
Tl\NGAL- 7 Januari 2019 


